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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Globalisasi telah meningkatkan mobilitas barang-barang, jasa-jasa, dan modal antar negara baik dalam

rangka produksi maupun konsumsi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak atas konsumsi barang dan

jasa merupakan salah satu jenis pajak yang berhubungan langsung dengan globalisasi, terutama ketentuan

tentang perlakuan PPN atas ekspor dan impor.

 

Secara teori, perlakuan PPN seharusnya tidak mendistorsi (memelihara netralitas) kegiatan ekspor dan impor

dalam bentuk tidak terjadinya pajak berganda (double taxation) atau tidak terjadinya terhindar pajak sama

sekali (no taxation at all/absence of tax).

 

Dengan sifatnya yang tidak berwujud memang tempat penyerahan /tempat konsumsi jasa menjadi sulit

ditentukan dan kebenaran terjadinya ekspor jasa sulit dipastikan. Untuk kemudahan, kesulitan ini dapat

ditanggulangi dengan menerapkan prinsip origin yaitu bahwa tempat penyerahan jasa adalah tempat jasa

secara fisik dilakukan. Akan tetapi para ahli VAT (Value Added Tax) telah mengemukakan gagasan-

gagasan perlakuan PPN atas ekspor jasa dalam rangka menanggulangi kesulitan tersebut dengan tujuan

mencapai netralitas ekspor dan impor, yaitu : a) didasarkan atas jenis jasa, atau tempat kepentingan jasa, b)

didasarkan atas jenis penerima jasa.

 

Atas ekspor dan impor barang perlakuan PPN telah mempunyai ketentuan yang jelas dalam UU PPN yaitu

menerapkan prinsip destinasi dengan cara mengenakan PPN 0% atas eskpor dan mengenakan PPN 10% atas

impor. Atas impor jasa juga diberikan perlakuan PPN dengan prinsip destinasi, yaitu dikenakan PPN 10%.

Sebaliknya, perlakuan PPN atas ekspor jasa tidak sejelas perlakuan PPN atas ekspor barang, meskipun

dalam Penjelasan Umum UU PPN dinyatakan bahwa PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di

dalam negeri serta salah satu kualifikasi penyerahan jasa dikenakan PPN menurut Pasal 4 UU PPN adalah

penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu pokok permasalahan tesis ini adalah ingin

mengetahui bagaimana sebenarnya yang terjadi perlakuan PPN atas ekspor jasa dalam praktek, apakah

sesuai dengan teori-teori yang ada, mengapa suatu perlakuan dipilih oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Akhirnya, dalam rangka menilai posisi persaingan Indonesia dalam kancah globalisasi yang kian meningkat,

perbandingan perlakuan dengan negara tetangga juga dijadikan permasalahan pokok tesis ini.

 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dijadikan pokok permasalahan tesis tersebut

digunakan metode penelitian kualitatif dengan data peraturan perundang-undangan PPN (termasuk surat-

surat jawaban DJP atas pertanyaan yang diajukan Wajib Pajak), peraturan VAT negara-negara tetangga dan

informasi dari orang-orang yang mengetahui latar belakang suatu peraturan perundang-undangan PPN. Data

tersebut dianalisa dengan strategi The Illustrative Method yaitu menjadikan teori pengenaan VAT atas
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penyerahan jasa ke luar Daerah Pabean sebagai kerangka acuan bagi analisa gejala perlakuan PPN atas

penyerahan jasa ke luar Daerah Pabean Indonesia dan perlakuan VAT atas ekspor jasa di negara-negara

tetangga.

 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlakuan PPN atas ekspor jasa bersifat tidak konsisten, kecuali

untuk jasa perdagangan. Perlakuan atas ekspor jasa yang sebenarnya berdasarkan teori dapat digunakan

prinsip destinasi, dalam prakteknya tidak digunakan. Hal ini dipengaruhi oleh kurang yakinnya pihak DJP

(salah satu pihak penyusun UU pajak) dalam memastikan tempat penyerahan serta kebenaran terjadinya

eskpor jasa. Sebaliknya, negara-negara tetangga memberi perlakuan berdasarkan teori dan menerapkan

prinsip destinasi.

 

Oleh karena itu pilihan menerapkan prinsip destinasi secara utuh (atas impor dan eskpor) dengan

memberlakukan tarif 0% atas eskpor jasa seperti halnya Singapura adalah pilihan yang disarankan. Hal ini

didasarkan atas kesesuaian dengan teori VAT atas transaksi lintas Negara (dengan asumsi negara penerima

jasa cenderung mengenakan VAT atas impor jasa), didasarkan atas kesesuaian dengan target pemajakan dan

didasarkan atas kepentingan peningkatan daya saing pengusaha jasa Indonesia.

<hr>

<i><b>ABSTRACT</b><br>

Globalization has increased mobility of goods, services and capitals among countries both for production

and consumption. Value added tax (VAT), as tax on consumption of goods and services is one of taxes

directly related to the globalization, especially its provision concerning to the treatment on export and

import. Theoretically the treatment should not distort (keep neutral) export and import activity, i.e. does not

create double taxation or absence of tax.

 

Due to intangible character, place of supply/consumption of service is difficult to determine and it is also

difficult to convince that the export is really done (hard to control). For a simple purpose, these difficulty

can be coped with application of origin principle, i.e. place of service is where the service physically

performed.

 

Nevertheless, VAT experts have some ideas to cope the above difficulties which are: a) based on kind of

services or location of interest, b) based on kind of recipient.

 

On export and import of good, PPN (VAT in Indonesia) has a clear provision in the tax law, i.e. apply

destination principle with zero rated on export and impose 10% PPN on import. On import of service also

applied 10% PPN. On the contrary, the treatment on export service is not clear as export of good, although

in General Elucidation of VAT Law is confirmed that PPN is imposed on consumption of goods and

services within the country and one of rules to apply PPN on service based on art. 4 VAT Law is that the

supply is rendered in the country. Therefore the focus of this thesis are what is the actual practice of PPN

treats export of services?, is it according to the available theory? Why the treatment is chosen by DGT

(Directorate of Taxes of Republic of Indonesia)?. Finally, in order to evaluate position of Indonesian?s

competitiveness in increasing globalization era, comparison of treatments in neighbor countries also to be

another focus.



 

The above research questions -which is to be focus of this thesis- will be answered by qualitative research

method with tax laws (including clarification letter of DGT), tax laws in neighbor countries, and information

from some person who know a background of the tax laws as the data. Those data is analysed by The

Illustrative Method strategy, i.e. to make a theory of VAT treatment on export to be a reference/framework

for analysis of phenomena of PPN treatment on export of services and neighbor countries treats it.

 

The result of research concludes that PPN treatment on export services is inconsistence, except on trading

service. The treatment which is actually could apply the theory is not applied in practice. This is influenced

by the lack of confidence of DGT to determine a place of supply/consumption of service and to control it.

On the contrary, neighbor countries treats it according to theory and apply destination principle.

 

Accordingly, an option to apply completely destination principle (on import and export) with zero rated on

export service as Singapore done is advisable /recommended. This is confirmed with theory of VAT on

cross border transaction (assuming a country of consumer tend to impose VAT on import of service),

confirmed with taxing target, and increasing competitiveness of Indonesian Entrepreneur.</i>


